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1. PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan menyebutkan bahwa, “Rumah sakit merupakan
institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat”
[1]. Menurut World Health Organization (WHO), Rumah sakit merupakan bagian integral
dari organisasi kesehatan masyarakat yang berfungss memberikan pelayanan menyeluruh
(komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif)
kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan
dan pusat penelitian medis.

Rumah sakit sebagal salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perlu mempunyai
pelayanan rekam medis yang baik sebagal upaya untuk meningkatkan pelayanan rumah
sakit. Pelayanan rekam medis merupakan salah satu pelayanan yang terdapat di rumah
sakit. Menurut Permenkes No. 24 tahun 2022 menyebutkan bahwa “rekam medis adalah
berkas yang berisikan catatan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan,
tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien” [2]. Peran dan fungsi
Rekam Medis sangat penting yaitu sebagal dasar pelayanan kesehatan dan pengobatan
pasien, alat bukti daam perkara hukum, bahkan untuk kepentingan penelitian dan
pendidikan, bahan pembuatan statistik kesehatan dan terakhir sebagai dasar pembayaran
biaya pelayanan kesehatan [2].

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah diselenggarakan oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS K esehatan) dalam rangka menekan
biaya pelayanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sebagai upaya
memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta untuk mendapat manfaat
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan [3].

BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosia merupakan badan hukum yang
dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Sistem Jaminan Sosial adalah
program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan untuk menjamin
seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (UU No. 24
tahun 2011 tentang Badan Peneyelenggara Jaminan Sosial) [4]. Sistem pembiayaan BPJS
kesehatan menggunakan besaran tarif berdasarkan Indonesian-Case Base Groups (INA
CBGs). Pengelompokan tarif pada INA CBGs didasarkan pada pemberian kode diagnosis
ICD-10 dan kode tindakan pada ICD-9 CM. Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Kesehatan berlaku di fasilitas pleayanan kesehatan seperti klinik, puskesmas, rumah sakit,
dan sebagainya.

Sistem klasifikas penyakit merupakan sistem pengelompokan penyakit dan
pengelompokan prosedur yang segjenis menjadi suatu kesatuan nomor kode penyakit dan
tindakan yang sejenis [5]. Dengan International Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems 10 (ICD-10), semua nama dan kelompok penyakit, cedera,
ggaa, dan faktor yang mempengaruhi kesehatan akan sama di seluruh dunia dengan
menerjemahkan sebagai huruf, angka, atau alfanumerik bergantung pada kode yang ada di
ICD-10 (WHO) [6].

Koding adalah suatu kegiatan pengolahan data rekam medis untuk memberikan
kode dengan huruf atau dengan angka atau kombinasi huruf dan angka yang mewakili
komponen data. Penentuan kode atas diagnosis klasifikasi penyakit yang berlaku dengan
menggunakan ICD-10 untuk mengkode penyakit, sedangkan ICOPIM dan ICD-9-CM
digunakan pada saat mengkode tindakan, serta komputer (online) untuk mengkode
penyakit dan tindakan [7].

Berkas klaim yang tertunda atau pending disebabkan oleh berkas rekam medis yang
tidak lengkap dan ketidaktepatan dalam penulisan kode diagnosis dan kode tindakan.
Ketidaktepatan penulisan kode diagnosis dan tindakan disebabkan adanya perbedaan
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persepsi antara koder dari rumah sakit dengan petugas verifikator BPJS. Ketidaktepatan
penulisan kode diagnosis dan tindakan disebabkan karena terdapat ketidaksesuaian
persepsi antara koder pihak rumah sakit dengan petugas verifikator BPJS. Kode tindakan
dan kode diagnosis yang tidak tepat mempengaruhi penentuan tarif biaya klaim INA-
CBG’s dan mengakibatkan tarif INA-CBG tidak akurat. Pengagjuan klaim rawat inap
periode bulan September 2022 diperoleh data sgjumlah 1.041 berkas. Setelah dikirimkan
ke pihak BPJS, kemudian didapatkan kembali jumlah berkas pending klaim yang
dikirimkan oleh petugas verifikator BPJS sebanyak 163 berkas.

Rumah sakit menjalin mitra dengan BPJS untuk sistem pembiayaan, dalam
implementasinya masih terdapat permasalahan salah satunya adalah pending klaim.
Masalah pending klaim ini terjadi terjadi karena beberapa faktor antara lain persyaratan
yang tidak lengkap atau resume medis yang tidak lengkap, koding atau kesalahan koding
untuk menentukan diagnosis utama, sehingga verifikator BPJS harus menyerahkan kembali
dokumen klaim terlebih dahulu kepada bagian verifikasi yang ada di rumah sakit atau
dokter penanggung jawab pasien untuk meminta kelengkapan dokumen. Hal tersebut
mengakibatkan penagihan klam dari BPJS Kesehatan ke Rumah Sakit tertunda dan
berdampak pada keuangan Rumah Sakit serta menyebabkan tidak tepatnya waktu
pembagian jasa medis dokter dan jasa pelayanan tenaga kesehatan lainnya yang
dikhawatirkan akan mempengaruhi kegiatan pelayanan dan pembiayaan di RSUD Dr.
Soedirman Kebumen.

Dari pembahasan diatas peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai
Analisis Faktor Penyebab Pending Klaim BPJS Rawat Inap Akibat Koding Berkas Rekam
Medis di RSUD Dr. Soedirman Kebumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
faktor penyebab mengapa berkas pengajuan klaim BPJS Kesehatan pasien rawat inap di
RSUD Dr. Soedirman Kebumen terjadi pending khususnya pending akibat koding [8].

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan rancangan penelitian
deskriptif observasional. Penelitian digunakan untuk melihat gambaran dari fenomena,
deskripsi kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan lebih menekan pada data faktual
dari pada penyimpulan [9]. Menurut [10] penelitian kuantitatif sebagai metode penelitian
yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populas atau
sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data
bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah
ditetapkan. Metode penelitian deskriptif menurut [10] tergolong pada jenis pendlitian
berdasarkan tingkat eksplanasi. Metode penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan
tujuan menggambarkan keadaan atau nilai satu atau lebih variabel secara mandiri.
Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen.
Pengumpulan data dilakukan selama 4 minggu yaitu 14 November — 10 Desember 2022.
Sampel yang digunakan adalah data yang dikumpulkan berupa data klaim tertunda pada
bulan September 2022 dengan menggunakan data primer dan observasiona [11].
Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab permasalahan pending klaim akibat
koding di RSUD Dr. Soedirman Kebumen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasll
Berdasarkan hasil praktik di lapangan, terdapat alur klaim BPJS rawat inap sebagal
berikut:
1) Setelah dilakukan pelayanan, dokter mengisi diagnosis dan tindakan pada lembar
resume pulang;
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2) Berkas dari bangsal kemudian diambil oleh petugas untuk dilakukan proses
pemberkasan;

3) Setelah berkas diserahkan kepada petugas assembling, kemudian berkas diletakkan
di rak untuk dicek kembali kelengkapan dokumennya ol eh dokter case-mix;

4) Dokumen yang sudah lengkap kemudian masuk pada proses koding dan entri
kedalam SIMRS yang sudah bridging dengan sistem INA-CBG’S;

5) Setelah proses entri kemudian dikirim kembali untuk dipilah oleh petugas klaim
untuk scan berkas;

6) Hasil scan pdf berkas klaim tersebut yang akan digjukan saat pelaporan dengan tim
verifikator BPJS.

(" START )

1

Dokter mengisi resume
pulang

" Berkas tidak .\‘\\"_ __________________
\ lengkap / h

Proses Femberkasan - -

. -

hn,* -
l e

ADM melakukan serah Petugas Assembiin Dokter Casemix
terima RM kepada » rﬁamagsukan e r:?k »  menaliti Kelengkapan
petugas Assembling i o dokumen

l

Froses Koding = Entri
INA-CBG'S

Recont, herdasarkan
kelas dan tanggal

l

/
I - -

Proses pengakungan /  Setor ke BPJS (soft -
dan rename klosing s file) ,-"_"--\‘ END ‘/)

+ Proses scanning -+

Gambar 1. Alur Klaim Pembiayaan K esehatan BPJS Rawat I nap

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa di RSUD Dr. Soedirman Kebumen
belum terdapat Standar Operasiona Prosedur (SPO) mengenai pengagjuan klaim BPJS
Kesgatan. Didapati bahwa proses klam saat ini dilakukan hanya sesual pada aur yang
ada.

Klam JKN merupakan pengauan biaya pengobatan pasien peserta BPJS rumah
sakit kepada BPJS Kesehhatan, yang dikumpulkan dan ditagihkan ke BPJS Kesehatan
setigp bulan. Untuk mendapatkan biaya tersebut, pihak rumah sakit harus menyerahkan
dokumen pendukung sebagai bukti untuk syarat pengajuan klaim. Kelengkapan dokumen
klaim JKN dapat dipengaruhi oleh kelengkapan persyaratan yang berasal dari peserta
(seperti fotokopi KTP, fotokopi kartu BPJS) atau dari asuhan medis (seperti resume pasien,
laporan penunjang, laporan individu pasien). Kelengkapan dokumen pengajuan klaim JKN
merupakan hal yang sangat penting untuk kelancaran proses penggantian biaya pelayanan.
Kelengkapan rekam medis rawat inap yang lengkap meliputi informasi rekam medis yang
lengkap dan ditandatangani oleh dokter yang bertanggung jawab. Layanan medis yang
tidak sesuai seringkali disebabkan oleh ketidaksesuaian antara lembar klaim dan resume
medis seperti kode diagnosis dan kode tindakan yang tidak sesuai dengan ICD-10 dan ICD
9CM.

Mekanisme pengagjuan dan pembayaran klaim manfaat layanan BPJS Kesehatan
diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Administrasi.
Fasilitas K esehatan mengajukan klaim secara kol ektif dan lengkap kepada BPJS K esehatan
paling lambat tangga sepuluh bulan berikutnya [12]. Instansi kesehatan mengirimkan
permohonan secara kolektif dan lengkap kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal
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sepuluh bulan berikutnya. Apabila terdapat kekurangan dalam kelengkapan berkas
permohonan, BPJS Kesehatan akan mengembalikan berkas ke fasilitas kesehatan untuk
dilengkapi dengan melampirkan Berita Acara Pengembalian Klaim. Permintaan
pengembalian dapat digjukan kembali oleh fasilitas kesehatan setelah pengguan klaim
pada bulan berikutnya. BPJS Kesehatan wajib membayar Fasilitas Kesehatan atas layanan
yang diberikan kepada peserta selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah dokumen
klaim diterima secara lengkap di Kantor Cabang/Kantor Kabupaten/ Kota BPJS K esehatan.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Dr. Soedirman Kebumen,
peneliti menemukan masalah di bagian klaim pembiayaan kesehatan terkait pengajuan
berkas klaim asuransi BPJS Kesehatan pasien rawat inap yang mengalami pending klaim
pada bulan September 2022 ditemukan 1.041 jumlah klaim yang digjukan pada rawat inap
bulan September dan berkas klam rawat inap yang mengalami pending klaim di RSUD
Dr. Soedirman Kebumen yaitu 163 berkas klaim.

Tabel 1. Data Pending Klaim

No  Jumlah Pengajuan Pending Tahap 1 Pending %
Klaim Ranap 30% BPJS
1 1.041 312 163 52.24

Berdasarkan tabel 1, didapatkan 1.041 total pengajuan klaim rawat inap bulan
September 2022, 312 dari pengembalian 30% BPJS, 163 pengembalian klaim (pending
klaim) dari pihak BPJS kepada pihak rumah sakit, sehingga terdapat 163 atau 52,24% dari
total jumlah pengembalian klam rawat inap pada bulan September 2022. Dengan
perhitungan sebagal berikut:

1) Jumlah keseluruhan klaim bulan September 2022 adalah 1.041.
2) Pending klaim tahap pertama 30% dari BPJS: %x 1041 = 312.

3) Pending klaim tahap kedua dari pihak BPJS kepada pihak RS adalah 163.
4) Pada data pending klaim bulan September 2022 RSUD Dr. Soedirman Kebumen

terdapat 163 berkas pending klaim, lalu pengembalian klaim 30% dari BPJS adalah

312, maka %r 100 = 52,2%.

Masalah yang mengakibatkan pending klaim masih terjadi akibat faktor kesalahan
pelayanan atau medis, ketidaktepatan kode diagnosis dan tindakan, serta penunjang yang
berdampak pada kelancaran klaim/besaran klam yang dapat merugikan rumah sakit.
Berikut ini adalah data pengembalian klaim rawat inap pada bulan September 2022 di
RSUD Dr. Soedirman Kebumen berdasarkan Administrasi, Koder, sertaMedis:

Tabd 2. Jumlah Berkas Pending Klaim BPJS Rawat | nap Berdasarkan Faktor

Penyebab
No Bagian Jenis Jumlah %
1 Administrasi RI 39 125
2  Koder RI 71 22.7
3 Maedis RI 53 16.98
Total 163 52.98

Berdasarkan tabel 2, dari seluruh data berkas klam pending, kemudian data
tersebut dipisahkan berdasarkan faktor penyebab yang diambil dari kolom keterangan.
Faktor penyebabnya dibagi menjadi 3 yaitu kesalahan dari unit administrasi, koder, dan
medis. Hasil dari penyaringan total 163 berkas klaim pending berdasarkan faktor penyebab
didapatkan sebanyak masing-masing 39 berkas karena administrasi, 71 berkas karena
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kesalahan diagnosis atau koder, dan 53 berkas karena medis. Pada penelitian ini penulis
berfokus pada permasalahan pending klaim pada bagian koder. Dengan perhitungan
sebagal berikut:

1) Total pengembalian bagian Administrasi = %;‘r 100 = 12,5%

71
x = 04
——— 100 = 22,75%

3) Total pengembalian bagian Medis = ;%;x- 100 = 16,98%

2) Total pengembalian bagian Koder =

Dalam implementasi kebijakan JKN di RSUD Dr. Soedirman Kebumen masih
terdapat masalah-masalah terutama terkait pending klaim seperti kesalahan kodifikas
diagnosis pasien. Kesalahan tersebut bias terjadi karena perbedaan pemahaman antara
pihak verifikator BPJS dengan koder yang mengakibatkan terjadinya pending klaim.

Permasalahan akibat koding masih ditemukan pada berkas pasien yang belum tepat
dalam pemberian kode diagnosis maupun prosedur tindakan. Masalah kesalahan penentuan
kode diagnosis juga tidak sepenuhnya terjadi karena kesalahan koder, tetapi juga
dikarenakan kurangnya data pendukung dari bagian penunjang. Hal tersebut merupakan
penyebab terjadinya pending klaim.

Tabel 3. Pengembalian Klaim BPJS Rawat I nap Pada Bagian K oder

No Hasll Jumlah %
1 Tepat 44 61.97
2 Tidak Tepat 27 38.02
Total 71 100

Berdasarkan tabel 3, didapatkan hasil analisis pengembalian klaim BPJS rawat inap
pada bagian koder sgumlah 71 berkas pengembalian di  RSUD Dr. Soedirman Kebumen,
sebesar 61% tepat dalam melakukan kodifikas oleh koder dan 38% belum tepat dalam
mel akukan kodifikasi oleh koder.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keakuratan kode yaitu:

1) Perbedaan pemahaman antara rumah sakit dengan verifikator mengena koding
penyakit atau tindakan.
Perbedaan konsep atau perseps terhadap diagnosis dan kodingnya antara dokter
yang merawat di rumah sakit maupun koder dan verifikator BPJS. Seperti contoh
berdasarkan data pending klaim BPJS rawat inap bulan September 2022 di RSUD
Dr. Soedirman Kebumen yaitu untuk diagnosis persalinan spontan terdapat usulan
perubahan diagnosis dari verifikator BPJS menjadi persalinan dengan bantuan kode
083, diagnosis persainan pihak BPJS mengira bahwa persalinan menggunakan
bantuan, tetapi koder mempertahankan kode O80 karena setelah dicek kembali dalam
berkas tidak ada bantuan.Dalam sistem INA-CBGs, yang memicu biaya terbesar dan
masa rawat inap di rumah sakit menjadi lama adalah diagnosis utama. Hal ini tidak
seladu konsisten dengan konsep diagnostik utama untuk dokter jika tersedia
perbedaan antara ranah kedokteran klinis dan ranah koding administrasi klaim.
Daam ranah klinis medis, diagnosis utama mengacu pada patofisiologi kasus yang
merupakan dasar dari kasus pasien dan dapat bergerak secara dinamis sesuai
perkembangan kondisi pasien, dan berdasarkan kesesuaian pemeriksaan penunjang
[13].
Sdlain itu, permintaan untuk meninjau kembali dan memperbaiki diagnosis juga
dapat dilakukan karena adanya perbedaan kognitif antara koder dan verivikator
internal rumah sakit dengan verifikator BPJS Kesehatan. Revisi pun dilakukan jika
menurut BPJS Kesehatan ada diagnosis medis di resume medis yang tidak sesuai
dengan ketentuan. Tidak sesuai ketentuan adalah penempatan diagnosis primer dan
sekunder tidak sesuai dengan aturan koding pada |CD-10.
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Perbedaan persepsi ini dapat terjadi meskipun aturan dasar yang digunakan sama.
Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan koordinas yang baik antara rumah sakit
dengan BPJS Kesehatan agar ada kesamaan persepsi terhadap aturan koding yang
berlaku.

2) Kekurangan data pendukung sebagai penegakan diagnosis.
Dari beberapa penyebab pending klaim hasil verifikasi BPJS terkait koding di RSUD
Dr. Soedirman Kebumen, yang masih menjadi hambatan oleh petugas koding adalah
kurang lengkapnya pengisian data pendukung seperti pemeriksaan fisik dan hasil
pemeriksaan penunjang pada rekam medis, serta ketidaksesuaian diagnosis dengan
ICD 10 sehingga berakibat koding yang telah dibuat ditanyakan kembali karena
penegakan diagnosis belum beserta data pendukung. Informasi yang kurang jelas
menyebabkan koder tidak tepat dalam menentukan kode diagnosis.
Jika ada diagnosis tanpa hasil pemeriksaan yang sesuai atau hasil pemeriksaan tidak
tersedia, maka berkas tersebut akan pending dan dikembalikan ke rumah sakit untuk
konfirmasi. Konfirmasi diagnosis juga BPJS Kesehatan dapat melakukannya jika
mereka menemukan kejanggalan. Seperti contoh pada tabel lampiran data pending
klaim pada bagian koder mengena informasi klaim yang tertunda yaitu pada
keterangan verifikasi cek kode gabung du, terdapat riwayat heart disease, yang
seharusnya dokter melampirkan hasil rontgen agar tidak membingungkan koder saat
penentuan kode diagnosis yang tepat. Contoh kasus lainnya dalam data
pengembalian klaim terdapat kasus “dalam biling tidak ada transfusi, mohon anemia
tidak kode sebagai diagnosa sekunder”. Masalah tersebut dikarenakan diagnosis
dengan pendukung tetapi tanpa terapi. Dalam klam JKN, diagnosis yang dapat
diklam JKN adalah diagnosis yang mendapatkan terapi, sedangkan jika hanya
dengan pendukung sgja tanpa dilakukan terapi maka dianggap sebagai morbiditas
sgja oleh rumah sakit tetapi tidak dibayarkan oleh JKN.

Tabel 4. Contoh Kasus Pending Klaim di RSUD Dr. Soedirman K ebumen Bulan

September
No. RM Kogg'GNA K eterangan
Daam biling tidak ada transfusi, mohon
276*** N-4-10-I1 anemia tidak kode sebagai diagnosa
sekunder
. anemia tidak ada transfuse dalam biling
346 N-4-10-11 maka tdk kode diagnosa sekunder
Tidak ada transfusi dalam biling? Maka
4O5* ** 0-6-10-11 tiddk kode anemia sebaga diagnosa
sekunder
Tidak ada transfusi dalam biling? Maka
467*** N-4-10-11 tidak kode anemia sebagai diagnosa
sekunder
Tidak ada transfusi dalam biling? Maka
4O5* ** N-4-10-I1 tiddk kode anemia sebaga diagnosa
sekunder

Hasil pendlitian ini sgjalan dengan penelitian [5] dijumpai ketidaklengkapan lembar
formulir tersebut menjadi penyebab pengembalian berkas klaim rawat inap karena
berdasarkan panduan praktis teknis verifikasi klam BPJS Kesehatan tahun 2014
menjelaskan bahwa verifikator BPJS Kesehatan berhak melakukan konfirmasi kepada
petugas bahwa jika tidak ditemukan bukti maka klaim akan dikembalikan kepada petugas
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klam rumah sakit untuk dilengkapi atau diperbaiki. Kelengkapan dan kesesuaian
administrasi kepesertaan terlihat kurangnyafile pendukung.

Upaya Pemecahan Masalah
Pending klaim mengakibatkan tidak terbayarnya pelayanan kesehatan oleh BPJS
Kesehatan sehingga pemasukan rumah sakit akan menurun dan berdampak pada kegiatan
operasiona yang ada di rumah sakit karena hampir 90% pasien rumah sakit adalah pasien
BPJS Kesehatan. Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan strategi melalui analisis
faktor-faktor yang menyebabkan kejadian pending klaim di unit rekam medis sebagal
berikut:
1. Pembentukan Tim Untuk Melakukan Sosialisasi dan Evaluasi.
Petugas membentuktim BPJS adalah upaya staf untuk memperbaiki penyebab
pending klam BPJS termasuk penanggung jawab BPJS, koder, dan pihak
mangemen untuk melakukan sosidlisasi dan evaluas terkait peraturan dari pihak
BPJS. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mentri Kesehatan nomor 26 tahun 2021
tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) Dalam Pelaksanaan
Jaminan Kesehatan yaitu membentuk timc ase-mix/tim INA-CBG’s rumah sakit akan
menjadi penggerak membantu melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi
implementasi INA-CBG’s di rumah sakit [3].
Sosidisas kepada koder mengenai Surat Edaran Nomor
HK.03.03/MENKES/518/2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Klaim
INA-CBG Daam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dan surat Berita
Acara Kesepakatan Bersama Penduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim
INA-CBG Tahun 2019 perlu dilakukan untuk menambah pemahaman petugas dalam
menyel esaikan permasalahan klaim.

Dizgnosis ! Frosedur ‘

Nn Ferha Hesepakatan
Utama Schundcr Proscaur

1 1Y [IMAASAL ALIAM KT NS

Dla ks [ Frosoeour
N b Forha
IItama HEexunner rasedur
| kg ratt sikan gratt S1aghkar pads kasus kellnd, sl it ol

2 Educalional Thaiapy | Edutcatonal Bierapy pada konsullasi ke dukler 11 isaiya dokla
a0 N7} giri pata n [

i | Anernia Penggunaan Aremi hagai diagrosis sskuncer paca
bebIrzpa Jagnosa Utama Sepor D porsalnan, gaga Ginkal, dil

Meryehabkan penngkstan blaya Klaim.

A danal menggunakan standar Wi
Al anemia tetap dizoding

Dizrmpak - Penngkztan Severity Level Tenjzcill i sebayai dis sakuncher adalal a i vy disebalkan olet
2

O o radirerApl nads
tersebil dacat dimasukkan
diagresa sekunder Can stadium larut. o) yang memorukan wansiusl daran dan
eritropoetin ~arus dimasukkan

2. Anem a gravis (dibawa~ 8) pada penyakit kronik ( gagal ginjal kron k, kanker
hedalam Jiagnaosa sekunder karena memsriuken pergabatan kusua vg

berbeds darl penyaklt dasamya.

Gambar 2. Contoh Penyelesaian M asalah Kasus Pending Klaim Dalam Surat Edaran
Nomor HK.03.03/M ENK ES/518/2016

2. Mengoptimakan Kegiatan Pengelolaan Y ang Ada.

RSUD Dr. Soedirman Kebumen harus selalu mengevaluasi untuk mengurangi
timbulnya tidak lengkapnya berkas klaim, mulai dari selalu mengkomunikasikan
segala permasalahan yang muncul ada dan berkoordinasi dari setiap bagian yang
terkait, melakukan peningkatan Kinerja setigp bagian, ikuti regulasi dengan baik dan
juga saling mengingatkan.

Daam pelaksanaan klaim yang tepat terhadap keberlangsungan pelayanan kesehatan
di rumah sakit sangat diperlukan sebuah pengelolaan yang baik dari setiap
penyelenggara pelayanan tersebut. Pengelolaan yang baik selalu dilakukan dengan
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sebuah perencanaan yang baik setiap penyelenggara pelayanan tersebut. Dalam
mencapai target yaitu proses klam yang baik, rumah sakit dapat menggunakan
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan
sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki [14].
Kegiatan perencanaan meliputi pembuatan SPO khusus untuk memenuhi persyaratan
dan peraturan klaim BPJS seperti uraian tugas yang lebih jelas dan terstruktur,
kemudian mensosialisasikan SPO atau peraturan lainnya kepada seluruh petugas
pengolah klaim BPJS (Auditor BPJS Rumah Sakit, Tim Dokter, Tim Keperawatan,
dan Tim Coding BPJS/Rekam Medis). Mengadakan pertemuan lebih rutin minimal
satu minggu sekali untuk setiap petugas yang menangani klaim BPJS [15].
Selanjutnya, tentukan target organisas mana yang bertanggung jawab untuk
melakukan tugas-tugas yang terkait dengan penyelesaian berkas klam BPJS.
Sasarannya adalah tim kontrol yaitu tim keperawatan, kelompok dokter, petugas
koding atau rekam medis, serta petugas verifikator rumah sakit BPJS yang memiliki
keahlian masing-masing sesuai fungsinya. Melakukan identifikas sumber daya
daam mengelola berkas klam BPJS pasien rawat inap seperti komputer yang
terintegrasi untuk memudahkan proses INA-CBG’s, lembaran dokumen persyaratan
klaim BPJS, hasil penunjang lainnya.
Ha ini sgaan dengan penelitian [16], menyebutkan operasiona Rumah Sakit
membutuhkan mangemen yang baik untuk mengendalikan semua sumber daya
manusia dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah
Sakit. Salah satunya adalah mangjemen yang dibutuhkan untuk mengelola semua
kegiatan proses era BPJS Kesehatan. Penanganan klaim yang tertunda dapat
dilakukan oleh mengoptimalkan kegiatan pengelolaan yang ada. Dengan asumsi,
berkas klaim yang lengkap tidak mengalaim pending atau pengembalian berkas.

3. Berkomunikas Dengan Pihak Penanggung Jawab Bagian Medis.
Pihak koder akan membahas dengan bagian medis mengena berkas klam BPJS
yang masih pending. Jika hasil pembahasan RS tidak setuju dengan alasan pending
verifikator BPJS, rumah sakit akan menjawab sesuai dengan hasil koordinasi dengan
bagian medis (DPJP). Namun jika setuju dengan alasan pending dari BPJS, maka
pihak rumah sakit akan setuju dan mengikuti alasan pending tersebut.
Sgjalan dengan penelitian [17], upaya mmengatasi penyebab tertundanya klam BPJS
adalah petugas memberikan informasi kepada pasien, petugas koding aktif
berkomunikasi dan konfirmasi dengan DPJP, petugas rekam medis mengupayakan
untuk menambah sumber daya manusia. Selain itu, petugas secara rutin melakukan
back-up data dan berkomunikasi dengan pihak BPJS K esehatan.

4, KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil
kesimpulan:

A. Proses pelaksanaan prosedur administrasi klam BPJS Kesehatan dalam pelayanan
rawat ingp di RSUD Dr. Soedirman Kebumen didapatkan bahwa prosedur
administrasi klaim BPJS dalam pelayanan rawat Inap di RSUD Dr. Soedirman
Kebumen berjalan sesuai Alur yang ada, tetapi belum memiliki SPO untuk klaim
pembiayaan kesehatan.

B. Faktor pending klaim pasien rawat inap BPJS Kesehatan di RSUD Dr. Soedirman
Kebumen terjadi bukan murni karena kesalahan koder, tetapi karena fakto
rperbedaan presepsi kode diagnosis dalam berkas klaim antara pihak verifikator
internal rumah sakit dengan pihak verifikator BPJS Kesehatan. Selain itu kekurangan
data pendukung sebagai penegakan diagnosis juga mempengaruhi keakuratan kode
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C.

diagnosis yang mengakibatkan pending klaim.

Upaya yang dilakukan RSUD Dr. Soedirman Kebumen terkait masalah klaim BPJS
Kesehatan yang tertunda, melakukan peningkatan kualitas SDM khususnya petugas
koding dengan mengadakan pelatihan serta sosialisasi mengenai pembaharuan
kebijakan terkait klaim. Pengoptimalan kegiatan dengan dibuatnya SPO terkait klaim
agar dapat meminimalisir kgjadian pending klaim. Pihak rumah sakit selalu
melakukan evaluas untuk menekan kejadian pengembalian berkas klaim, dimulai
dari selalu mengkomunikasikan permasalahan yang ada dan melakukan koordinasi
dari setigp bagian terkait serta meningkatkan kinerja setiap bagian, mengikuiti
regulasi dengan baik dan juga saling mengingatkan.
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